
BUPATI HULU SuNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang:   ba.hwa   untuk   melaksanak-an   ketentuan   Pasal   142   ayat   (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata      Cara      Perencanaan,      Pengendalian      dan      Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan  Rencana:  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  serta
Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang•   . Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat:     1.      Pasal  18  a.yat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indoriesia Tahun 1945;

2.      Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959  tentang Penetapan

gen£#:-:£ianBa:r=r:[ngfa¥°:[3d£Tfl=a:::3:ee%g:
Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    1959   Nomor   72,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

3.      Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor   4286)   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali
terakhir   dengan   Undang-Undang  Nomor   7   Tahun   2021
tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2021  Nomor  246,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;

4 ....   Undang-Unda]'ig      Nomor       1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan    Negara     (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia.  Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)  sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-undang
Nomor   7   Tahun   2021   tentang   Harlnonisasi   Perpaj.jakan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2021  Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

5.      Undang-Undang  Nomor   25   Tahun   2004   tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan     Nasional   (Lembaran  Negara



7.

8.

9.

Republik  Indonesia  Tahun  2004   Nomor   104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Na.sional Tahun 2005-2025
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2007  Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
Undang-Undang     Nomor      12      Tahun      2011      tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011    Nomor    82,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   5234)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara   Repbulik   Indonesia   Tahun    2022    Nomor    143,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6801);
Undang-Undang     Nomor     23     Tahin     2014     tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Pera.turan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6856) ;
Undang-UndangNomor30Tahun2014tentangAdministrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun
2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  5601)  sebagaimana  telah  diubah  dengen
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun  2022  tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

10.   Undang-Undang  Nomor   8  Tahun   2022   tentang  Provinsi
Kalimantan  Selatan  (Lembaran  Negara Repbulik Indonesia
Tahun   2022   Nomor   68,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomr 6779) ;

11.   Peraturan   Pemerintah      Nomor   8   Tahun   2008   tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan   Rencana  Pembangunan  Daerch   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2008    Nomor    21,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4817);

12.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Da.erah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18
Tahun  2016  tentang Perangkat Daerah  (Lembaran Negara



Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor   187,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

13.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   45   Tahun   2017   tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor    225,     Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6133);

14.    Peraturan   Pemerintah   No.mor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019   Nomor  42,   Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

15.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor
52 Tambahan Lembaran Negara 6323);

16.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang Pembentuhan Produk Huham Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk  Hukum  Daerah  (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor  157);

17.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang   Daerah   `dan    Rencana    Pembangunan   Jangka.
Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan      Jangka      Panjang      Daerah,      Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,   dan  Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

18.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang       Klasifikasi,       Kodefiksi,       dan       Nomenklatur
Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Teknis   Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;

21.   Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengch Nomor 8
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  (RPLJPD)   Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  Tahun
2025-2045   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Hulu   Sungai
Tengah Tahun 2024 Nomor 8);

22.   Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun   2016    Nomor    11    Tambahan   Lembaran   Da.erah
Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  Nomor  101)  sebagainana.
telah   beberapa.   kali   diubah   terakhir   dengan   Peraturan
Daerah Kabupaten   Hulu   Sungai  Tengah   Nomor  3 Tahun



2020  tentang       Perubahan       Kedua     Atas       Peraturan
Da.erah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  Nomor  11  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu  Sungai Tengah Tahun
2020 Nomor 03);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan:  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  RENCANA  KERJA  PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.   Pemerintah      Daerah      adalah      Bupati      sebagai unsur

penyelenggara     Pemerintahan     Daerah     yang     memimpin
pelaksanaan    pengurusan    pemerintahan    yang    menjadi
kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.   Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Pervakilan  Rakyat  Daerah  dalam  penyelenggaraan  urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

5.   Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerch selama 1
(satu) tahun.

BAB   11

MAKSUD DAN TUJUAN

pasal  2

Maksud  dan  tujuan Penetapan  Renja PD  adalah  dalam rangka
penyusunanperencanaandanpelaksanaanprograndankegiatan
pembangunan  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  yang  lebih
sistematis, terarah dan berkesinambungan.

BAB Ill

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

pasal  3

(1)    Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dan
berpedoman     pada     ketentuan     peraturan     perundang-

(2)

undangan.
Renja  PD   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   disusun
dengan sistema.tika sebagai berikut :
a.   pendahuluan;
b.   basil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
c.   tujuan dan sasaran perangkat daerah;
d.   rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan



e.    penutup.
(3)    Ketentuan    mengenai    uraian    secara    rinci    Renja    PD

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),     tercantum  dalam
Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  texpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)    Renja pD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memuat:
a.    program;
b.   kegiatan;
c.    indikator;
d.   target; dan
e.   pagu indikatif.

BAB   IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlafu pada tanggal diundangkan.

Agar       setiap       orang      mengetahuinya,       memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungal Tengah.

Ditetapkan di Barabai

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 18 Juli 2025

NOMOR~36


